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[ZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /iyt / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai b {T_ifi
Membaca : Surat Permohonan MIN Kilongan Nomor : MI.22.8/PP.00.4/29/2010 Tanggal (02 r&
Juli 2010 tentang permohonan lzin Operasional MIN Kilongan Kec. Luwuk o5 {'d
yang telah berdiri sejak Tahun 1997, EB
Menimbang : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan >
penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar © Tahun maka dipandang perlu | __._{:’
untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Suatistik Madrasah || %= SO\
pada MADRASAH [IBTIDAIVAH NEGERI KILONGAN unwk dapat 3
menyelenggarakan proses belajar mengajar. |‘ ul d?‘.'fg
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. | BY)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. l',: ";?;':’
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang -
dl{epumsaanImﬁmNmurSTﬂTahmIWEMMﬁnuh h@
> Y
3 Kq:utusm Dirjend Kelembagan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang | g= {_-f_dq
pedoman pelaksanaan Akreditas RA/BA dan Madrasah Thtidaiysh. ,_-@
r o,
Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada : IEF {g
Nama Madrasah . M1 NEGERI KILONGAN@ - F A
Alamat :  Kel. Kilongan , 2’,
Kecamatan : Luwuk |" - <o
Kabupaten : Banggai . P ol
Provinsi :  Sulawesi Tengdh r o7
Nomeor Statistik : 111172010004 |" o _ﬂa
b !
Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan ;
telap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang | S0 _q;d
berlaku, dan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan | 3
dalam penetapan ini akan dinbah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. .
| L “-3"
o &5
Ditetapkan di ! Luwuk E :
Pada tanggal  : o Agustus 2011 r 74
Py s,
b )
L FETALA ) @R
(S5
ﬂ\\ — 183
_" v t"'ﬂ [MAD SHOHIF, S.Pd.lt "i?
© NIP. 19590829 198103 1 002 A
Tembusan : ITEN 1‘ = ::;rd
I Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Snltmgﬂi“l‘atu, = ==

2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Pahu;
la Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk:
5 Kepala UPT Dikpora Kec. Luwuk di Luwuk.

1" '''''



LEPARTEMEN ACALA
EKANTOR DEPARTENEN AGAMA KABD. BANGGAT
JLli, G. MERAFT FO. 17 TELP. 23110

L U W U K

¥ === e et o - =
JBaioR  : May4/3-e/PP.03.2/ o fA1991 " Luwuk, 28 April 1997
Lamp Tl et :
Hal i BK. Menterl Agama
Kepada
¥th. 1 Kepala MTs Swasta Lanala
2, Kepala MTs Asy-Syifa Totikum
3 Kepala WTs Al-Huda Mansalean
4, Kepala MIS ¥ilongen Komp Perumnas !
5. Eppala MIS Saleati Liang
di =
Tempat.
Asselamn Alaikum war. wab,
Bersama dengan ini kaxi kirimkan feteo copy Surat Haputusan
Menterl Lgama Nomor 107 Tdhun 1997 Tentang Pembukann dan Penep~—
rden Madrasah uptul dikotahui.
Untuk itu pula kol harapkan kepads ssudara kiranya Adminé
* nistrasi dibenahi Galam rangka persiapan pengroemisn, dan pengws
'Pesmiannya akan dikabarkan setelah ada ketentuan dari Kanwil =
) Deps figema Prop. Sul. Tengsh.
a
Damikie.r}_ Pepyampalian kewi, terima lkasih,
-—'-.:TFH. s85&8lam
fe AMs KEPALAL A
| EEI?%-?I:I:SI EJEH-‘LBL Ju'fi LGINA ISLiM
._-_..__;-_f:.._. ?_._ 5 i I"', /_',.—-""r'
..f'_'rl_l"-__ i H Gfm 4
Nt TR Ae Gl LT
TEMBUSAN _ R7aN A RYP, 15017057;.-'_]5%
1. Yth. Kakanwil Depag Prop Bul.TeugahHH'_
e Kabid Binbagais di Palu ;
2. ¥th. Kakendepag Hab, Banggai (sebagai laperan
3. Yth. Kakandep. Dikbud Kah, Banggai ai Ll ;} :
4, Yth., Kadis P dan K Dati 1T Bangfai di Lawulk
5. ¥Yth. Penilik Pondaig Wil, Xec. “uwuk "
6. Yth. Kakandepdikbud Kee, Luwuk dan Nalands dikb
7. ¥th. Kadieeam Kee, Luwuk dap Liang 3 ? AR Tdang
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KEPUTUSAN MEMTERT AGAMA REPUBLIK TNDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 1937
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAN

MENTERT AGAMA REPUBLIK IHDOHESIA

bahwa  dalam  rangka memnunjang  pentangunan nasional  di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk  dapat dijadikan sebagai

model, motivasi, dan pembina Madraseh Swasta di sekitar-
nya.

1. Undang-Undang Republik Indonssia Momor 2 Tahun 1909
tantang Sistem Pendidikan Hasional;

2. Paraturan Pemarintah Bepublik Indonasia Mosor 208 Tahun
1990 tentang Pandidhilan Dasar;

d. Peraturan Pemarintab Bepublik Indlonasia Homar 29 Tabiy
1990 tentang Pencdidiban Menengah;

4. Keputusan Presidan Bepublik Indonesia Homor 44 Tabun
10974 tentang Pokolb-Pokok Organisasi Dzpartenen;

5. Kepulusan Presiden DMepubilih Digkaasia Honor 15 Tahun
1904 tentang Susunan Ordaanisaci Departemsn dengan

segaln perubabannys lerakhir dengun Keputusan Prasidan
Republik Inclonesia Homor.76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Hebu-
dayaan dan HMenteri Dalam Hegeri Momor 6 Tabwn 1975,

Homor 03/U0/1975 tan Homor 36 Tahun 1975 tentang
Peninakatan Mutu Peldidikan pada Hadrasah:

7. Reputusan Henteri! Agama Momoar 18 Tahun 18975 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemsn Agama
yang telah diuhah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Manteri Agama Momor 75 Tahun 19R4:

B. Keputusan Menteri Agama Momor 45 Tahun 1881 tentang
NDrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayvah Dspartemen
Agama Propinsi, Kantor ODspartemen Agama Kabupaten/-
Fotamadya dan Ralai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;
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: Persetujuan Menteri

4, Keputusan Menteri Agama Homor 15 Tahun 1878 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Keria Madrasah Ibtidaiyah
Megeri;

10. Keputusan Menteri Agama MNomor 16

Tahun 1878 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah
Negeri:

11.Keputusan Menteri Agama Momor 17 Tahun

Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Negeri.

1978 tentang
Medrasah Aliyah

tiegara Pendayagunaan Aparatur Hegara
dengan Surat Momor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1937,

HEMUTUSKAN

. KEPUTISAN MENTERT AGAMA NMEPUBLIK THOOMESIA TENTAHG PEMBU-

¢ Beduduban, tugas, Tungsi,

KAAH DAN PEMEGERTAN MADRASAN.

Membuka dan menegerikan madrasah  sehagjaimana  lercantum
dalam lanpiran [ dan 11 Keputusan ini.

susunan organisasi, dan tata
keria Madrasah Ibtidaiyah Hegery diatur sesual helentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Fepulugan Mentery  Agami
tomar 15 Tahun 1978.

tedudukan, tugas, fungsi, Susunan arganisast, dan tata
kerjan Madrasah Tsanawiyah Megepriy dhiatur sesuan belentuan

Pasal 1 sampai cengan Pasal 9 keputusan Menleri Agama
Momar 16 Tahun 1970,

hedudukan,  lugas,  fungsi,  susunagn organisast,  dan tala
kerja Madrasah Aliyah Megeri diatur sesuzi ketentuan Pasal

1 sampai dengan Pasal 9 Kepulusin Mentery Agana tooor 17
Tahun 1978,

Katentuan lebih lanjut yang dipearlukan baai
Keputusan  ini atatur oleh Direktur
Kelembagaan Agama Islam.

nelaksanaan
Junderal  Fambinaan

Sejak berlakunya Reputusan ini jumlah Madrasah 1btidaiyah
Megari bertambah dari 1025 (seritn dua puluh 1ima) menjadi
1435 (saribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
=ah 1sanaviyalh Hegeri berlambah dari 813 (delapan ratus
Vima puluh tiga) meniadi 1141 (seribu seratus empat puluh
satu} madrasah, ¢an Madrasah AYiyah Hegeri bertambzh dari

457 lempat ratus VTima puluh tujuh) menjadi 554 (1lima ratus
Tima puluh empat) madrasah,
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10.

11.

12,

13i
14.

: Reputusen ini mulei berlaku pada tunggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jekarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

: HEHTEHI AGAMA REFUELIK INDONESIA

o M1 T

Menko Kesra;
Ketua Badan Pemariksa Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1;
Menteri Dalan Megeri RI1;

Menteri Keuangan RI;

Komisi IX OPR RI;

Ditjen Anggaran Departemsn Keuangan RI;

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Is)am dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

Para Gubernur KDH Tingkat 1 seluruh Indonesia;

Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/Kapuslitbung Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdiklat Pogawai;

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;

Para Kepala Kantor Departemen Agana Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia;

Kantor Parbendaharann dan Kas Negara di seluruh Indornesia:
Birc Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentusi;

. Yang bersangkutan untuk diketahui.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI
Jalan. G. Merapi No. 17 Luwuk
Telepon. {04617 ) 22329 Fax. 22968 Luwuk B4714
Email. Mapenda_banggaii@yahoo com

Nomor : B—&KR.EE.DM3!PP.DD.4!DE,’201? Luwuk, 26 Februari 2017
Lamp : 1 (satu ) Bundel

Sifat : Penting

Hal : Penyampaian Surat Edaran

Perubahan Nama Madrasah Negen

Kepada Yth.:

1. Kepala MAN Luwuk

2. Kepala MTsN se-Kab. Banggai
3. Kepala MIN se-Kab. Banggai
Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 680 Tahun 2016 perihal Perubahan Nama Madrasah Alivah Negeri,
Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaivah Negeri di Provinsi
Sulawesi Tengah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharpkan kepada seluruh Pimpinan Satker agar menyampaikan dan
mensosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh KKM yang ada di
wilayah kerjanya.

2. Setiap Pimpinan Satker wajib berpedoman pada surat edaran tersebut.

3. Surat edaran peribal Perubahan Nama Macdrasah Alivah Negeri, Madrasah
Tsanawivah Negeri, dan Madrasah Ibtidaivah Negeri di Provinsi Sulawesi
Tengah dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk di pedomani dan dilaksanakan, terimah kasih.

: Kepala

b

H. Mgh. Junaidin

Tembusan Yth:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu




KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR &s0 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

-

Menimbang :

Mengingat

DI PROVINSI SULAWES!I TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama
Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Teanawiyah Negeri,
dan Madrasah [btidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tehun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran Negars
chuin'i{" Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Orghnisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
o992} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomaor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG PERUBAHAN
NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI DI PROVINS] SULAWES! TENGAH.

Menetapkan Perubahan Nama 9 [Sembilan) Madrasah
Aliyah Negeri, 28 (Dua Puluh Delapan) Madrasah
Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah
fbudaiyah  Negeri di  Provinsi Sulawesi Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

© Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge,

kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus
disesuaikamdengan nama madrasah yang baru,
}



nETIGA heputusan i mulm berlaky pada Langeal ditetapkan,

&
Ditetapkan di Jakarta
pada wnggal 7 Favembar 2016
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
i |
- 1 - T
b LUKMAN T AKIM SAIFUBDIN £
1"'\ !




LAMPIRAN 1

LWEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDOKESLA
ROMOR 377 TAHUN 2016

TENTANC

PERUBAHAN NAMA MADRASAM ALIYAH NEGERI, MADRASA
TSARAWIYAH NEGER!, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEQER
DI PROVINS] SULAWES! TENGAH

* DAFTAR PERUBAHAN NAMA 9 (SEMBILAN)
MADRASAH ALIYAH MBEGERI
- NAMA MADRASAH —--.
NO PROVINS! — e e —— e
SEMULA MENJADI
[ :Fl-.liiz'..'.'f*st-il:ntj;.;:!i ] MAX | Pubs ‘__ B MAX | Kota _Pn_h'rl__
¢ Sulawes Tengah II MAN 2 Muocdcl Paia MAN 2 Kora Palu 1
 Suliwesi Tengah | MAN Suusu _; | MANIPard |
¢ Subawes Tenph | MANTomini  MAN2 Parig !
_3_ Suleswesi Teagih * MAN Poso Pesigir ) MAN Poso ]
O SlwosiTengah  MAN Ampans Kow AN TojoUnuuna
Sulawesi Tengul U MAN Luwuk .k hjﬂﬂ_l-funggﬂ' L
®  Sulawesi Teagah | MAN Buneku MAN MuEwaIi -
o .__._:l _I::.‘-l-'t':r:_'i't;l‘l;!.’.--'- - MAI‘E_HE. H;.f;:ja_: i—_; _l ﬁ.-l_dl._ﬂé Bung; Hcpu!uuu;—_‘

MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONIESIA,

'
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ggo TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASA
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGE}

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 28 (DUA PULUH DELAPAN)
MADRASAH TSANAWIYA NEGERI

NAMA MADRASAH
NO PROVINSI
SEMULA MENJADI
1 | Sulawesi Tengah | MTsN Mode!l Palu Timur | MTsN 1 Kota Palu
2 | Sulawesi Tengah | MTsN Palu Barat MTsN 2 Kota Palu
3 | sulawesi Tengah MTsN Palu Selatan MTsN 3 Kota Palu
4 | Sulawesi Tm_-g“;_ah MTsN Taipa Palu Utara | MTsN 4 Kota Palu
5 | Sulawesi Tengah | MTsN Labuan MTsN 1 Donggala
6 | Sulawesi Tengah | MTsN Damsol MTsN 2 Donggala
7 | Sulawesi Tengah | MTsN Karya Mukt MTsN 3 Donggala -
8 | Sulawesi Tengah | MTsN Parigi di Sausu MTsN 1 Parigi
9 | Sulawesi Tengah | MTSN Tomini MTsN 2 Parigi
10 | sulawesi Tengah MTsN Mountong MTeN 3 Parigi
11 | Ssulawesi Tengah | MTsN Poso Pesisir MTsN 1 Poso
12 | Sulawesi Tengah | MTsN Poso Kota MTsN 2 Poso
12 | sulawesi Tengah MTsN Pamona Selatan MTsN 3 Poso
19 | Sulawesi Tengah | MTsN Ampana Kota ' | MTsN Tojo Unauna
13 | sulawes; Tengah | MTsN Luwuk MTsN 1 Banggai
: 16 | Sulawesi Tengah | MTsN Lamala MTsN 2 Banggai
1 17 | Sulawesi Tengah | MTsN Bungicu Tengah MTsN 1 Morowali
| 18 | Sulawesi Tengah | MTsN Bungku Utara MTsN 2 Morowali
3 19 | Sulawesi Tengah MTsN Petasia MTsN 3 Morowali
20 | Sulawesi Tengah | MTsN La. Bangkurung | MTsN 1 Banggai Kepulauan
21 | Sulawesi ngl&h. MTsN Tatikoum MTsN 2 Banggai Kepulauan
22 | Sulawesj Tengah Pgﬂ'sﬂ Banggai MTsN 3 Banggai Kepulauan
23 | Sulawesi Tengah | MTSN Danda MTsN 1 Tolitoli




' 24 1 Sulawesi Tengah MTsN Tambun MTsN 2 Tolitoli
25 | Sulawesi Tengah | MTsN Biau MTsN 1 Buol
26 | Sulawesi Tengah | MTsN Bunabagu MTsN 2 Buol
27 Sulawesi Tengah | MTsN Mamunu MTsN 3 Buol

| 28 | Sulawesi Tengah | MTsN Tayadun MTsN 4 Buol

__--MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

v

f

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN £

T



LAMPIRAN 1

I-EFL?TUS.&‘E MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR -7 TAHUN 2016
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